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VISI
PENGADILAN NEGERI BANTUL
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG"

MISI
- PENGADILAN NEGERI BANTUL
1. Menjaga Kemandirian Pendgadilan Negeri Bantul
2 Men_merikan pelayanan hukum yany berkeadilan kepada Jara pencari keadilan
3. Meningkatkar kualitas kepemimpinan di Pengaliifar M2geri Bantul

i ansparansi di Pﬁﬂ; ’;‘;’m Neoeri Bantul

ENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
Isi & Misl
/ s -
TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Bantul







UAN DAN PENANGANAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
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ALUR PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PERKARA PERDIATAWk

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 20°

9
Mampu di Pengaditan

Dapatkan
Layanan Hukum
Bebas Biaya !

Anda yang kurang mampu berhak
mendapatkan layanan bantuan
hukum secara cuma-cuma
Gunakan hak anda, manfaatkan
POSBAKUM di Pengadilan Nogeri !

3. Penyediaan Informasi

Pemberian Layanan Hukum di Posbakum Pengadilan : (PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal§
1. Mengisi Formulir dan memberikan persyaratan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PERMA
o

2014;

2. Apabita penerima layanan Posbakum pengadian tidak sanggup membayar biaya perkara maka
petugas Posbakum Pengadilan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Siaya
Perkara, untuk diajukan kepada Ketua Pengadian L)
Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa
pendampingan di sidang pengadilan, pelugas membarikan informasi mengenai prosedut
bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum

'
'DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA-RI +
Direkiorat Permbinagn Administrasi Peradilan Umum

Kemudahan Memperoleh Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang man Pemberian Layanan

Hukum Bagl Masyarakat Tidak Mampu DI Pengadilan

TAHUKAN ANDA ?

Sekarang Masyarakat dengan mudah bisa

Permohonan Bantuan Hukum
a Memperoleh L i
4 At 3 g : ) ayanan Hukum dari 2

agi masyarakat tidak mampu, dengan : Berdasarkan PERMANome:ﬂanuynzauu-nmng"m ‘Neg‘;am
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) darl B"'g‘ Masyamk“ v 3 P

Lurah/Kepala Desa; atay

2 Sesuai amanat
mkesmas), Undang-Undang
(PKM), atau \» negara berkewajiban
Kartu Bantuan Langsung Tunal (BLT), atau : memberikan pelayanan
Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan bantuan hukum dan
ditan, ni Pemohon dan dik menanggung biaya
perkara bagi para
pencari keadilan yang

W g tidak mampu.

Ketua Pengaditan Negeri

Pemohon mendapatkan bantuan hukum

W

Melalui  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri

memerintahkan  blaya  bantuan  hukum 3 Ruang Lingkup Layanan Hukum

dibebankan kepada DIPA Pengadilan

ayinan  Pemyvlenggaraan

Baya Pens.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA - RI I
Diroktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum REKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN ONUM NA Rl

Direktorat Pembinaan Adminiatrasi Peradilan Umum




INFORMASI ALUR GUGATAN SEDERHANA
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Q ALUR GUGATAN SEDEBIIHIIH

PERIA RI N0 4 TAHUN 2019
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» Balalj
Pendaftaran Pengecakan Membayar Menunggu Jadwal

Kelengkapan Panjar Biaya Sidang Maksimal
Berkas Perkara 2Rari

W‘: KEIEMTAN«)“

Sidang Lanjutan Upaya Hukum

dengan Keberatan Putusan Maksimai 25 Hari
Majelis Hakim didattarkan @ Dengan Hakim Tunggal
Maksimal

Pembacaan Proses Persidangan

‘ 7 H:ri Setelah
Olbacacn SYRRAT

Turiutan <= 500 - Non Iraderil
Bukan sengketa fanan / knusus
(Kepailtan/seteragakeraan)

&=, Perggugal Tergugat dalam 1 viayah

Pembacaan hukum, maksimal 2 orang tap pihaknya

Berkekuatan Hukum
Putusan Keberatan

Tetap (BHT)
www.pn-bantul go.id
Q suat@pntantutgoid @) @onot © @pntantu © o entu




INFORMASI PANJAR BIAYA PERKARA
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1
T) BIAYA PERKARA PERDATA

DILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: WILUS/IUSK.KPN/HK.021/2022
Tentang

TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Membaca 1. Surat Penctapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Junuari
2022 Nomor: WI3USSa/HK. 0212021 tentang Toksiran Punjar
(Voorschot) Riaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bantul;

2 Surat Edoran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun
2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

3. Swat Keputusan Kewa Mahkamah Aguog RI No.144/KMA2007,
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilun:

4. Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2009, tentang Bisya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolsannya pada Mabkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya:

Surat Instruksi Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung Rl Nomor: Nomor 3207/DIU/SK/PS.01102019 tentang
Pengeloluan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksckusi, Biaya
Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Bisya Fksekusi;

6. Peraturun Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tabun 2019 tentang.
Jenis dan Tarif atss Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Mabkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Rawahaya;

7. Perwran  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor

SWPMK 022021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggarun
2022,

o | TARIF | TARIF | TARIF |
URAIAN (Rp.) (Rp.) (Rp.)
RADIUS | | RADIUS2  RADIUS3

PANJAR BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERT (ROGATORY)

Biaya Translater/Pencriemsh berkas yang e ey L d|
dikirim (per halaman) i

Biaya Pengiriman Domestik di Indonesia: |

200,000 200.000 200,000

. Pengiriman dani Pengadian Neger U
Banul ke PT. Yogyakarta 1 [ |
Pengiriman dari Indoncsia ke Negara Tujuan

4| Pengiriman domestik di negara tjuan
5. | Pengiriman dan negard wjuan ke MA_
i - Jumiah

- PNBP untuk satu relaas.

% Biaya tersebut untuh jumlah 1 (satw) pihak dalam satu radins domisili jika lebih dari
1, Gais) plkaik meake blayls ahas inipas Jsslak pave pikok o redl
domisili para pikak.

**%  Biaya Keamanan dibebankan kepada Pemohon Eksekusi yang hesarnya ditentukan oleh

Jusiah person yang bertuges.

ooy

Untuk pemberitahuan pihak luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, biaya
uai biaya pada jan  yang bersanghutan ditambah onghas

&irim Rp.50.000,- (lima puluk ribu rupiah) untuk jasa transportasi pengiriman.

e e L e st

Sesuai tarif negara tujuan.

halaman 13 dari 13




